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Abstrak
 

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang

diberikan oleh undang-undang. Seperti diketahui, dalam setiap perseroan terdapat para pemegang saham

mayoritas dan pemegang saham minoritas, demikian pula pada perseroan yang telah masuk bursa (go

public) pasti terdapat pemegang saham independen, yang juga dapat disebut sebagai pemegang saham

minoritas. Mereka sepakat membentuk perseroan sebagai wadah perwujudan kerja sama, dengan tujuan

memperoleh laba. Pihak yang menyetorkan modal lebih besar memperoleh hak suara lebih banyak,

demikian pula sebaliknya pihak yang menyetor modal lebih kecil memperoleh hak suara yang sedikit.

Penyetoran modal berpengaruh terhadap pembagian laba dan kemungkinan risiko kerugian yang diderita

perseroan. Oleh sebab itu, pihak yang modalnya besar lebih berkepentingan terhadap penyelenggaraan

perseroan supaya terhindar dari kerugian. Sebagai pemodal, mereka secara bersama-sama adalah pemilik

perseroan, yang berhak sepenuhnya menentukan kehendak sesuai maksud dan tujuan perseroan, yang

diwujudkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi, untuk penyaluran

aspirasinya. Prinsip mayoritas memberikan pembenar bahwa perseroan dikendalikan oleh mayoritas

pemegang saham.

Hal ini tercermin dari keputusan RUPS, sehingga seolah-olah tidak ada pijakan bagi pemegang saham

minoritas untuk mewakili perseroan, atas tindakan yang dilakukan oleh direksi atau komisaris yang

merugikan perseroan. Prinsip mayoritas menyulitkan pemegang saham minoritas mewakili kepentingan

perseroan menghadap ke muka badan peradilan, karena pemegang saham minoritas dianggap tidak

memegang mandat yang cukup mewakili RUPS, sebagai organ yang berhak meminta pertanggungjawaban

terhadap direksi atau komisaris.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut undang-undang memberikan perlindungan kepada pemegang saham

minoritas, yang haknya dirugikan, diwujudkan melalui (1) hak perseorangan apabila haknya dilanggar, dan

(2) hak derivatif, untuk mewakili kepentingan perseroan. Perlindungan juga diberikan kepada pemegang

saham independen, yaitu dalam hal terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan

ekonomis antara emiten dengan pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama perusahaan publik,

maka harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen. Selanjutnya penulisan

dimaksudkan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan

upaya penyelesaiannya.
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